
 
 

 
 

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT  

PELATIHAN SPBE  ANGKATAN 2  

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
FATIMAH NUR HIDAYATI 
199705182020122019 
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL 
2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

DAFTAR ISI 
 

 

DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1 

1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1 

2. Tujuan dan Manfaat .................................................................................................. 1 

BAB II PEMBAHASAN ......................................................................................................... 3 

1. Deskripsi Tupoksi dan Visi Misi ............................................................................... 3 

2. Rencana Tindak Lanjut ............................................................................................ 4 

3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut ............................................................................. 6 

4. Hambatan ............................................................................................................... 15 

BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 17 

1. Kesimpulan ............................................................................................................ 17 

2. Saran ...................................................................................................................... 17 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 18 

LAMPIRAN......................................................................................................................... 19 

 



1 
 

BAB I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja 

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai 

tambah bagi pemangku kepentingan, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi.  

Penyusunan peta proses bisnis menjadi penting bagi instansi 

pemerintahan, karena seperti yang disebutkan dalam PermenPan RB nomor 19 

tahun 2018 tersebut bahwa penyusunan peta proses bisnis ditujukan  agar 

instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan 

efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eskternal 

mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, 

serta memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan 

mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk 

mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan 

keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, 

serta penilaian kinerja. 

Di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sendiri telah disusun peta proses bisnis 

dan sudah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial nomor 

203/DinsosBtl/V/2024 tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Sosial. Secara 

keseluruhan, peta proses bisnis dalam surat keputusan tersebut telah mencakup 

hingga peta lintas fungsi, namun proses bisnis yang dibuat hingga peta lintas 

fungsi tersebut hanya sebagian yaitu pada proses utama saja. Oleh karena itu 

perlu dibuat peta sub proses bisnis hingga peta lintas fungsi untuk proses 

pendukung dan proses manajemen. Sehingga dalam rencana tindak lanjut ini 

dibuat sub proses bisnis yang mencakup kedua proses tersebut untuk melengkapi 

Peta Proses Bisnis yang sudah ada. 

2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan disusunnya rencana tindak lanjut ini adalah untuk melengkapi peta 

proses bisnis yang sudah ada karena proses bisnis yang sudah ada belum 

memuat hingga peta lintas fungsi pada Proses Manajemen dan Proses 

Pendukung. 

Manfaat dari disusunnya rencana tindak lanjut ini adalah dapat 

meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan, karena dengan penyusunan peta 
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proses bisnis alur aktivitas terpetakan dengan jelas termasuk data dan sarana 

aplikasi yang digunakan, serta risiko yang dimungkinkan dapat mempengaruhi 

proses pelaksanaan kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini. 
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BAB II PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Tupoksi dan Visi Misi 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026, visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah: 

 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera 

dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI 

yang ber-Bhineka Tunggal Ika” 

 

Sedangkan misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai 

berikut: 

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, 

bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.  

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya 

istimewa.  

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan 

penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.  

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko 

bencana.  

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan 

pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, 

lansia dan difabel.  

Berangkat dari visi dan misi Kabupaten Bantul tersebut, Dinas Sosial 

Kabupaten Bantul menjalankan tugas dan fungsi yang mendukung visi dan misi 

ke-5 yaitu “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan 

pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan 

difabel.” 

Tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. 

Yang mana Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial dan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; 

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; 

4. pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan 
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5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

Dari misi ke-5 Kabupaten Bantul tersebut kemudian dilakukan telaah 

dan dirumuskan IKU Dinas Sosial dengan sasaran strategis sebagai yaitu: 

“Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS).” 

Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran 

strategis di atas sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik. 

Di lingkungan masyarakat sendiri, pelayanan publik di pemerintahan masih 

sering dianggap kurang baik kualitasnya, seperti proses yang berbelit-belit dan 

dibutuhkan waktu yang lama hingga mendapatkan produk layanan yang 

diinginkan. 

Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut 

dapat dilakukan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE). Dengan memaksimalkan SPBE, alur dan proses pelayanan 

dapat lebih terukur dan transparan sehingga secara keseluruhan proses 

pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dalam proses optimalisasi penerapan SPBE untuk mencapai efektivitas 

dan efisiensi pelayanan, dibuat peta proses bisnis sebagai gambaran 

hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang sesuai 

tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku 

kepentingan. 

2. Rencana Tindak Lanjut 

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 203/DinsosBtl/V/2024 

tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Sosial, telah tercantum peta proses bisnis 

hingga peta lintas fungsi untuk proses-proses layanan yang ada di Dinas Sosial. 

Hanya saja proses yang tercantum baru mencakup layanan pada Proses Utama. 

Sedangkan untuk proses yang masuk dalam Proses Pendukung dan Proses 

Manajemen belum dibuat peta sub proses bisnis dan juga peta lintas fungsinya. 

Terlampir peta proses bisnis Dinas Sosial sebagai berikut: 
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Gambar 1 Peta Proses Bisnis Dinas Sosial berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial No. 
203/DinsosBtl/V/2024 tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Sosial 

Oleh karena itu rencana tindak lanjut ini akan melengkapi peta proses 

bisnis yang sudah ada tersebut yaitu dibuat dua peta sub proses bisnis masing-

masing dari Proses Pendukung dan Proses Manajemen. 

Pada Proses Pendukung dibuat peta sub proses bisnis DNS.07 

Pengelolaan Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi sekaligus dibuat peta 

lintas fungsi dengan mengambil salah satu proses di dalamnya yaitu DNS.07.01. 

Pelayanan Informasi dan Aduan. 

Kemudian pada Proses Manajemen dibuat peta sub proses bisnis DNS.11 

Pengelolaan Kepegawaian dan Aset sekaligus dibuat peta lintas fungsi untuk 

proses di dalamnya yaitu DNS.11.05. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan 

Penilaian Kinerja.  

Terdapat beberapa tahap yang akan dilaksanakan untuk mencapai 

realisasi rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

a. Analisa dan diskusi Peta Proses Bisnis 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui pola penyusunan proses 

bisnis yang telah disahkan dan untuk mengetahui pemetaan 

pengelompokan proses antara Proses Utama, Proses Pendukung, dan 

Proses Manajemen yang selanjutnya menghasilkan tabel identifikasi sub 

proses untuk Proses Pendukung dan Proses Manajemen. Dengan adanya 

tabel identifikasi sub proses dapat memudahkan proses penyusunan peta 

sub proses bisnis yang akan dibuat. 

 



6 
 

b. Konsultasi 

Konsultasi dilakukan untuk memfinalisasi tahapan proses pada sub 

proses guna dijadikan dasar penyusunan peta lintas fungsi. 

c. Penyusunan Peta Sub Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi 

Pada proses ini dilakukan penyusunan peta sub proses bisnis dan 

peta lintas fungsi berdasarkan hasil dari tahapan yang sebelumnya telah 

dikerjakan. 

Untuk memudahkan proses realisasi rencana tindak lanjut dibuat rencana 

aksi sebagai berikut: 

       No. Tahapan 
Waktu Pengerjaan (Hari ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Analisa dan diskusi 

peta proses bisnis 

             

2 Konsultasi              

3 Penyusunan peta 

sub proses bisnis 

dan peta lintas 

fungsi 

             

Tabel 1 Rencana Aksi Realisasi Rencana Tindak Lanjut 

3. Realisasi Rencana Tindak Lanjut 

1. Analisa dan diskusi Peta Proses Bisnis 

Sebelum dilaksanakan penyusunan peta sub proses bisnis dan peta 

lintas fungsi sebagai pelengkap, dilakukan analisa terlebih dahulu terkait 

peta proses bisnis yang sudah ada dan disahkan dalam SK Kepala Dinas 

Sosial Nomor 203/DinsosBtl/V/2024 tentang Peta Proses Bisnis pada 

Dinas Sosial. Selain analisa yang dilakukan mandiri, dilaksanakan juga 

analisa yang disertai diskusi dengan pegawai yang bertugas menyusun 

draft peta proses bisnis yang telah disahkan. 

Berdasarkan analisa dan diskusi yang telah dilakukan, dihasilkan 

tabel identifikasi sub proses pada Proses Pendukung sebagai berikut: 
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NO 
PROSES 

PENDUKUNG 
SUB PROSES 

KODE SUB 

PROSES 

1 Sarana dan 

Prasarana 

Pemeliharaan Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

DNS.06.01 

  Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

DNS.06.02 

  Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

DNS.06.03 

  Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

DNS.06.04 

  Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

DNS.06.05 

  Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

DNS.06.06 

  Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

DNS.06.07 

2 Pengelolaan 

Data, Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi 

DNS.07.01 

  Updating Website dan Media 

Sosial 

DNS.07.02 

  Pengelolaan Surat Masuk DNS.07.03 

  Pengelolaan Surat Keluar DNS.07.04 

3 Pengelolaan 

Peraturan 

Perundangan 

Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

undangan 

DNS.08.01 

4 Kerjasama dan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

DNS.09.01 
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NO 
PROSES 

PENDUKUNG 
SUB PROSES 

KODE SUB 

PROSES 

  Penyelenggaraan 

Penerimaan Magang 

Pelajar/Mahasiswa 

DNS.09.02 

  Pelayanan Permohonan 

Penelitian Mahasiswa 

DNS.09.03 

Tabel 2 Identifikasi Sub Proses pada Proses Pendukung 

Dan juga dihasilkan tabel identifikasi sub proses pada Proses 

Manajemen sebagai berikut: 

NO 
PROSES 

MANAJEMEN 
SUB PROSES 

KODE SUB 

PROSES 

1 Pengelolaan 

Organisasi dan 

Tata Laksana 

Penyusunan Analisis 

Jabatan dan Beban Kerja 

DNS.10.01 

  Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD 

DNS.10.02 

2 Pengelolaan 

Kepegawaian 

dan Aset 

Pelayanan Kenaikan 

Pangkat dan Pensiun 

Pegawai 

DNS.11.01 

  Pengelolaan Absensi 

Pegawai 

DNS.11.02 

  Pelayanan Pengajuan Cuti 

Pegawai 

DNS.11.03 

  Pengelolaan Kenaikan Gaji 

Berkala Pegawai 

DNS.11.04 

  Penyusunan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) dan 

Penilaian Kinerja 

DNS.11.05 

  Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

DNS.11.06 

  Pendataan BMD DNS.11.07 

  Monitoring Aset DNS.11.08 

3 Pengelolaan 

Keuangan 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

DNS.12.01 

  Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

DNS.12.02 
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NO 
PROSES 

MANAJEMEN 
SUB PROSES 

KODE SUB 

PROSES 

  Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban 

Pengelolaan Keuangan 

SKPD 

DNS.12.03 

  Pelaksanaan kewajiban 

pembayaran kegiatan 

DNS.12.04 

  Penyusunan Laporan 

Keuangan 

DNS.12.05 

  Penyusunan Laporan dan 

Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran 

DNS.12.06 

4 Pengelolaan 

Program, 

Pendataan dan 

Perencanaan 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 
 
  

DNS.13.01 

  Pelaksanaan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

DNS.13.02 

Tabel 3 Identifikasi Sub Proses pada Proses Manajemen 

Berdasarkan tabel identifikasi sub proses di atas dapat lebih terlihat 

bagaimana pemetaan setiap proses yang ada pada Proses Pendukung 

dan Proses Manajemen terutama sub proses yang akan dibuat pada 

realisasi tindak lanjut ini yaitu DNS.07.01 Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi dan DNS.11.05 Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

dan Penilai Kinerja. 
 

2. Konsultasi 

Pada tahap konsultasi dilakukan diskusi dengan pegawai yang 

ketugasanya terkait dengan sub proses yang akan dibuat, baik pejabat 

penanggung jawab maupun rekan kerja. Dari konsultasi tersebut dihasilkan 

alur proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut: 

1. Petugas PLID menerima permohonan data/informasi baik secara 

langsung maupun melalui kanal digital. 

2. Petugas PLID menghubungi Admin Bidang agar dilakukan pengecekan 

ketersediaan informasi yang diminta. 

3. Apabila informasi tidak tersedia Admin Bidang akan menginformasikan 

kepada PLID bahwa data yang diminta tidak ada dan PLID akan 

menyampaikan ke pemohon informasi. 
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4.  Apabila data tersedia, Admin Bidang akan melakukan penyiapan data 

dan menyampaikan data kepada PLID. 

5. PLID akan meneruskan data tersebut ke pemohon informasi. 

Selain itu dihasilkan pula alur proses Penyusunan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan SKP dan penilaian kinerja kepada 

seluruh pegawai. 

2. Penyusunan SKP oleh masing-masing pegawai dan selanjutnya 

diajukan kepada atasan langsung. 

3. Pengecekan SKP bawahan, apabila diperlukan perubahan maka 

atasan akan mengembalikan draft SKP untuk disesuaikan kembali oleh 

pegawai. Namun jika SKP sudah sesuai maka atasan melakukan 

persetujuan terhadap SKP pegawai. 

4. Pegawai mengisikan hasil kerja atau realisasi kinerja sesuai periode 

dan waktu yang telah ditentukan. 

5. Atasan langsung melaksanakan penilaian kinerja sesuai periode dan 

waktu yang telah ditentukan. 

6. Pegawai mencetak SKP dan hasil penilaian kinerja dan diserahkan 

kepada atasan langsung untuk ditandatangani. 

7. Atasan langsung melakukan penandatanganan. 

8. Admin SKP mengarsipkan berkas SKP dan hasil penilaian kinerja 

pegawai. 

Berdasarkan alur proses yang sudah didapat dari hasil konsultasi, 

selanjutnya dilakukan penyusunan peta sub proses bisnis dan peta lintas 

fungsi. 

3. Penyusunan Peta Sub Proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi 

Selanjutnya berdasarkan hasil tahapan realisasi rencana tindak 

lanjut yang sebelumnya telah dilakukan, dibuat peta sub proses bisnis 

dan peta lintas fungsinya sebagai berikut: 

1. Peta Sub Proses Bisnis DNS.07 Pengelolaan Data, Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Berikut adalah peta sub proses bisnis DNS.07 Pengelolaan 

Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi: 
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Gambar 2 Peta Sub Proses Bisnis DNS. 07 Pengelolaan Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pada peta proses DNS.07 Pengelolaan Data, Teknologi 

Informasi dan Komunikasi, mencakup empat proses seperti pada 

gambar di atas. Dalam pelaksanaan sub proses DNS.07 didukung 

oleh Proses Manajemen, Proses Utama, dan dua proses lain dari 

Proses Pendukung yaitu DNS 06. Sarana dan Prasarana, serta 

DNS.08 Pengelolaan Peraturan Perundangan. Pengguna proses 

DNS.07 ini mencakup masyarakat umum baik personal maupun 

kelompok, dan bisa juga dari instansi tertentu. Dari empat proses 

pada DNS.07 tersebut dipilih sub proses Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi untuk dibuat peta lintas fungsi, sebagai berikut: 



12 
 

 

Gambar 3 Peta Lintas Fungsi DNS.07.01 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Dalam peta lintas fungsi di atas, dapat dilihat bahwa 

permohonan informasi yang masuk dan dilayani oleh PPID 

selanjutnya akan diproses dengan permintaan data ke bidang terkait 

melalui Admin Bidang yang telah ditunjuk sebelumnya. Jika data 

tersedia maka akan dilakukan penyiapan dan penyampaian data 

kepada pemohon, namun jika data tidak tersedia proses akan 

langsung Kembali kepada petugas PPID untuk menyampaikan 

ketidaan data yang diminta kepada pemohon. 
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Dalam pemenuhan permohonan informasi oleh Admin 

Bidang digunakan beberapa aplikasi disesuaikan dengan jenis 

layanan apa yang informasinya ingin diketahui oleh pemohon. 

Seperti pada kasus permohonan informasi kepesertaan DTKS 

Admin Bidang Linjamsos akan memeriksa data pada Aplikasi SIKS-

NG, kemudian dimisalkan pada kasus permohonan data jumlah 

permohonan alat bantu disabilitas yang disetujui pada tahun 2023 

maka Admin Bidang Rehabsos akan melihat data excel yang berisi 

rekap alat bantu yang masuk dan keluar, dan juga seperti beberapa 

kasus berbeda lainnya. 

Terdapat risiko pada aktivitas penyiapan data hasil 

permohonan informasi dan dokumentasi yaitu data yang diminta 

bisa jadi tidak seluruhnya bisa disediakan. 

2. Peta Sub Proses Bisnis DNS.11 Pengelolaan Kepegawaian dan Aset 

Berikut adalah peta sub proses bisnis DNS.11 Pengelolaan 

Kepegawaian dan Aset: 
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Gambar 4 Peta Sub Proses Bisnis DNS.11 Pengelolaan Kepegawaian dan Aset 

Dalam peta sub proses bisnis tersebut terlihat bahwa dalam 

pelaksanaannya proses ini didukung seluruh Proses Manajemen dan 

Proses Pendukung kecuali pada DNS.08 Kerjasama dan Koordinasi. 

Proses ini berjalan terlepas dari seluruh Proses Utama, namun 

sebaliknya, proses ini mendukung berjalannya proses lain termasuk 

Proses Utama. Pengguna dari proses ini adalah seluruh pegawai ASN 

Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dari 7 sub proses pada proses DNS.11 

diambil DNS.11.05 untuk dibuat peta lintas fungsi sebagai berikut: 
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Gambar 5 Peta Lintas Fungsi DNS.11.05 Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian 
Kinerja 

Berdasarkan peta lintas fungsi di atas, proses penyusunan SKP 

dan penilaian kinerja menggunakan aplikasi E-Kinerja. Data masukan 

dan keluaran berupa data sasaran kinerja pegawai, data realisasi 

kinerja, dan data hasil penilaian kinerja.  

Pada aktivitas penilaian kinerja oleh atasan terdapat risiko 

berupa penilaian yang diberikan bisa jadi kurang objektif dan rawan 

terhadap kepentingan pribadi, seperti pada contoh terdapat atasan 

yang memiliki masalah pribadi dengan salah satu pegawai dengan 

kualitas kerja baik, yang selanjutnya memasukkan nilai yang kurang 

sesuai hasil kerja karena masalah pribadi tersebut. 

 

4. Hambatan 

Pelaksanaan realisasi rencana tindak lanjut ini berjalan cukup lancar, 

namun terdapat sedikit hambatan dalam prosesnya yaitu secara teknis 

pengetahuan dalam pembuatan diagram proses bisnis masih kurang sehingga 
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membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk memaksimalkan hasil yang 

diinginkan.  



17 
 

BAB III PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari pelaksanaan realisasi rencana tindak lanjut ini dapat disimpulkan 

bahwa telah dibuat peta sub proses bisnis dan peta lintas fungsi dari Proses 

Manajemen dan Proses Pendukung sebagai pelengkap Peta Proses Bisnis Dinas 

Sosial yang telah disahkan 

Peta sub proses bisnis yang dibuat yaitu DNS.07 Pengelolaan Data, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya dibuat peta lintas fungsi 

pada sub proses Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Proses DNS.07 ini 

termasuk dalam Proses Pendukung. Selain itu dibuat juga peta sub proses bisnis 

dari Proses Manajemen yaitu DNS.11 Pengelolaan Kepegawaian dan Aset. Peta 

lintas fungsi yang dibuat adalah sub proses DNS.11.05 Penyusunan Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja.  

 

2. Saran 

Dalam penyusunan peta sub proses bisnis disampaikan saran yaitu agar 

peta proses bisnis lainnya pada Proses Manajemen dan Proses Pendukung dapat 

dilengkapi lagi dengan dibuat peta sub proses bisnis dan peta lintas fungsi 

lainnya, serta supaya disertakan dalam surat keputusan kepala dinas. Dan juga 

dalam proses penyusunannya agar lebih mengoptimalkan proses analisa dan 

diskusi dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya untuk 

menambah pemahaman dan supaya didapat hasil yang maksimal. 
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REALISASI RTL
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 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis,

Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Keterkaitan Tugas
Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial
dengan Visi Misi Kabupaten Bantul

VISI Kabupaten Bantul
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Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan

yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan

pelayanan publik prima. 

1.

Pengembangan sumber daya manusia unggul,

berkarakter dan berbudaya istimewa. 

2.

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan

teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi inklusif. 

3.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan

pengelolaan risiko bencana. 

4.

Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara

terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak

anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. 

5.

Misi Kabupaten Bantul
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Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan

yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan

pelayanan publik prima. 

1.

Pengembangan sumber daya manusia unggul,

berkarakter dan berbudaya istimewa. 

2.

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan

teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi inklusif. 

3.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan

pengelolaan risiko bencana. 

4.

Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara
terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten
layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. 

5.

Misi Kabupaten Bantul
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5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara
terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak,

ramah perempuan, lansia dan difabel. 

Misi Kabupaten Bantul

Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS).

IKU Dinas Sosial
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Rencana Tindak Lanjut

Telah dibuat peta
proses bisnis,
namun peta sub
proses dan peta
lintas fungsi belum
mencakup Proses
Pendukung dan
Proses Manajemen.
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Rencana Tindak Lanjut
Rencana Aksi:
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PROSE PENDUKUNG

Realisasi RTL
 Analisa dan diskusi Peta Proses Bisnis1.

Hasil: tabel identifikasi sub proses Tujuan: pemetaan proses dan sub proses



PROSES MANAJEMEN
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Konsultasi secara
langsung dengan

pegawai yang
ketugasannya berkaitan
dengan Sub Proses yang

dibuat.

Realisasi RTL
2. Konsultasi

Hasil: Alur sub proses bisnis

Penyesuaian dengan
SOP yang sudah ada.

Tujuan: finalisasi alur sub proses untuk penyusunan peta lintas fungsi.
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3. Penyusunan Peta Sub Proses dan Peta Lintas Fungsi

Realisasi RTL
Hasil: 

Peta Sub Proses Bisnis
Pengelolaan Data,
Teknologi Informasi dan
Komunikasi

1.

Peta Lintas Fungsi
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (DNS.07.01)

2.

Peta Sub Proses Bisnis
Pengelolaan
Kepegawaian dan Aset

3.

Peta Lintas Fungsi
Penyusunan SKP dan
Penilaian Kinerja
(DNS.11.05)

4.



Peta Sub Proses Bisnis
Pengelolaan Data,
Teknologi Informasi dan
Komunikasi

1.



2. Peta Lintas Fungsi
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (DNS.07.01)



3. Peta Sub Pro﻿ses Bisnis
Pengelolaan Kepegawaian
dan Aset



4. Peta Lintas Fu﻿ngsi
Penyusunan SKP dan
Penilaian Kinerja (DNS.11.05)
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Secara teknis pengetahuan dalam pembuatan diagram
proses bisnis masih kurang sehingga membutuhkan
waktu yang lebih banyak untuk memaksimalkan hasil
yang diinginkan.
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Telah dibuat peta sub proses bisnis dan peta lintas fungsi sebagai berikut:
Proses Pendukung1.

Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Data, Teknologi Informasi dan
Komunikasi (DNS.07)

a.

Peta Lintas Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
(DNS.07.01)

b.

Proses Manajemen2.
Peta Sub Proses Bisnis Pengelolaan Kepegawaian dan Aset (DNS.11)a.
Peta Lintas Fungsi Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja
(DNS.11.05)

b.

Kesimpulan
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Saran
Proses bisnis yang sudah ada agar dilengkapi terutama
pada proses pendukung dan proses manajemen.

1.

Dalam proses penyusunanya agar lebih mengoptimalkan
proses analisa dan diskusi dengan pihak yang terlibat
langsung dalam pelaksanaan prosesnya untuk menambah
pemahaman dan supaya didapat hasil yang maksimal.

2.
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5 Terima
Kasih
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